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A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini di negara kita, Indo-

nesia berkembang santer isu

penegakan HAM. Isu ini begitn
kuat menyelimuti atmosfer ke-
hidupan tanah air tercinta kita ini.
mengapa demikian? Disadari oleh
sebagian besar kalangan, bahwa
HAM merupakan seperangkat hak
yang melekat pada hakikat dan ke-
beradaan manusia sebagal makhiuk
Tuhan Yang Maha Esa dan merpa-
kan anugerah-Nya yang wajib di-
hormati, dijunjung tinggi dan di-
lindungt oleh negara, hukum dan
Pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat manusia.! Se-
cara eksplisit, terlthat jelas bahwa
tidak boleh ada siapapun baik itu
individu, corporasi ataupun insti-
tusi yang mengintervensi HAM ini.

% Mahasiswa PTIK Anghatan 40 Khusus.

Kalau kita menegok se]enak
kebelakang, sebenarnya perkem—

:wbangan HAM di Indonesia me-

ngikuti arus perkembangan iklim
HAM yang ada di luat negeri. Ini
jelas sekali nampak bila kita cexmati
perkembangan HAM di luar negeri
benkut. Pada awalnya masyarakat
internasional menganggap HAM
hanya sebatas hak sipil dan politik.?
Ini karena pada dekade tersebut
(masa raja-raja), kekuatan sipil dan
politik dianggap cukup signifikan
sebagai keluatan yang sanggup
mengontrol umatmanusia., sebagai
salah satu contohnya merupakan
sebagian dari contoh kekuatan sipil
dan politik yang ada. Bagaimana
seorang raja, sebagai penguasa dapat
mengatur keinginannya sendirl
dengan menekan bahkan membatasi
hak-hak rakyat. Sebagai contoh,
Raja John di Inggris yang memiliki

' Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Jakarta, 1991, hal 121,

Miciam Budiarja, Dasar-Irasaz Ilmu Politk, Hak Asasi Manusia, Penerbit PT Geamedia Pustaka Utama,



B kekuasaan sedeimkmn lnasnya :
sehmgga mampu mendom.tnas1 hak-:
hak slp]l dan pohuk rakyat Inggns '

Saat itu, para. bangsawan yang

mehhat mni Sebagal ancaman . teg-.

hadap penyelenggaman hals.nhak
sipil dan politik rakyat,: melakukan
gerakau untuk menegakkan HAM

© oL gerakan yang disebut pembe—._
roptakan ini. aklnmya berhasil di-

menangkan oleh para:bangsawan
ini. sehingga pada akhirnya mereka
menelorkan sebuah piagam magna
chatta, yang berisi pembatasan
kekuasaan raja John terhadap rakyat.
Piagam ini sekaligus merupakan
tonggak penegaklan HAM pertama
yang mencuat di dunia intes-
nasional.

Seteiah gerakan penegakkan
HAM di Inggris ini berhasil, ter-
nyata disusul oleh gerakan-gerakan
yang bernuansa penegakkan HAM
pada negara-negara lainnya., Dan
beberapa gerakan ini, sebagian ber-
hasil juga mencetuskan perjanjian
yang dituangkan dalam undang-
undang. Pada tahun 1688, parlemen
Inggris mengadakan perlawanan
terhadap raja James II dalam suatu
revolusi berdarah dan berhasil
menghasilkan Bill Of Rights. Pada
tahun 1789, timbul perlawanan ter-

* Ibid.
* Miram Budiarajy, op. cit, hal. 122

deklaration des droits de Phomme et du

cifgjfefé"(pémygtaaﬁ hak-hak manusia -
dan- waxga negara) Pada tahun yangf'
sama ‘juga, di" Amerika mucnl
naskah Bill of_ Rjghts yang' ‘disusun
oleh rakyat AS dan sekaligs men-

jadi bagian dalam. undang—undang_
dasar mereka (1791)‘ B P T

 Dalam perkem‘bzngaﬂnya se-'
Ian}umya HAM tidak Hany4 sebatas
hak :sipil ‘dan’ poht;k saja. HAM
mengalami perluasan dalam bidang
lainnya. Bagi sebagian bésar
kalangan saat ttu, periegalkkan hak
sipil dag politik saja ternyata tidak
terlalu signifikan mempengaruhi
manusia. pada beberapa negara hak
sipil dan politik mungkin tidak
terlalu menonjol, namun hak hidup,
hak atas rasa takur, hak beragama
dan lainnya muncul sebagai sesuatu
yang penting untuk dipetjuangkﬁﬁ;

Sebagai awal dati penegakkan
HAM pada bidang lainnya, pada
abad 20 presiden AS, Franklin D
Roosevelt mencetuskan empat hak
yang disebut The Four Freedom,
antara lain:®

(1) Freedom of speech
(2) Freedom of religion
(3) Freedom from fear
(4) Freedom from want



.- Menganggap hak asasi manusia-
begztu penting maka PBB mem-.

bentuk komisi. hak asasz manusia

pada ta}nm 1946 dan menetapkan_

secara rinci beberapa hak-hak yang
harus dJPerhatlkan s¢j jaligus rambu
bagl semug bangsa di duma '

Cukup lama ‘waki’ yang di-
butuhkan oleh PBB. untuk -dapat
mengimplementasikan produk ini
ke, seluruh negara. halini dtanggap
wa}ar kaxena ~dalam_prakteknya,
ternyata perumusan hak-hak asasi
manusia tersehut tidak seluruhnoya
relevan dengan perkembangan yang
ada pada inash:tg—masing. Degara,
nam_un_pé.da akhirnya usaha PBB
ini’ berhasil juga diwujudkan
(sampai sejauh ini).. .

“‘Indonesia sebﬁgai bagian dart
dunia Internasional, mau tdak mau
juga ‘harus mengikuti arus ini,
Sekalipun sebenarnya, pada masa
perjuangan kemerdekaan, para
pemimpin bangsa yang ada saat itu
menolak ide ini karena dianggap
merupakan produk liberalisme yang
merupakan negara penjajah bangsa.

Sepertt pernyatan dar presiden
Soekarno pada massa itn, “jikalau
kita betul-betul hendak mendasar-
kan negara kita kepada faham ke-
keluargaan, faham gotong royong,
faham tolong menolong dan ke-

adilan sosial, enyahkan-lah tiapmtiap
pikiran, tiap faham indivi-dualisme.
dan beralisme daripadanya7 - -

Perkembangan HAM di Incioé
nesia fidak sama dengan negaxa~
niegara lain. indonesia mencatumikan
FAM ini langsung dalam undang-
undang ‘dasar negara. Sekahpun-
disadari oleh sebagian ka]angan saat"
itu, bahwa ‘hal ‘ini masih sangat
prematur. Bisa jadi, karena bag:uu
mana mungkin kita sanggup me-
negakkan HAM dalam situasi
bangsa kita sedang dijajah? Namun,
karena halini juga dianggap sebagai
satu faktor pendorong untuk me-
wujudkan kemerdekaan, bangsa kita
juga berusaha untuk ikut serta di
dalam penegakkan HAM tersebut.

Ada beberapa produk per-
aturan di negara kita yang “berbau”
HAM, antara lain undang-undang
dasar 1945, undang-undang pokok
kekuasan kehakiman, undang-
undang pokok tenaga ketja, undang-
undang kepolisian, undang-undang
pokok kejaksaan, undang-undang
nomor 9 tahun 1998 tentang ke-
merdekaan menyampaikan pen-
dapat di muka umum, Undang-
undang nomor 39 tahun 1999
tentang HAM, undang-undang
nomor 12 tahun 2003 tentang

¢  Maurice Cranston, Human Rights Today (Bombay: Manakeana And Soss, 1962), hal. 38.

7

Paper Lembaga Pembela Hak-Fak Asast Manusia, 28 Maret 1968, Hal. 2. Lihat jusa Muh. Yamin, Maskah




: Pem:lu tahun 2004 dan undanng~
undang lain lagi yang te.t:lalu banyak
untuk d.tscbutkan satu—persatu

Dan gambaran undang~undang
k1ta perhatikan begitu antusiasnya

pememtah Indonesia men]un;ung
penegakkan HAM ini hampn: di

telah memperoleh pendld.tkan yang
layak. Bahkan apabilz ada daerah
yang tidak mampu akan memper-
oleh bantuan khusus dan peme~
nntah pusaz. ‘

'I‘erka.tt dengan topxk tuhsan
ini- yaitn HAM dalam lmgkup
bidang politik, kita cermati peme-
rintah juga telah menaruh perhatian
yang cukup besar dengan mencan-
tumkan nuansa HAM dalam per-
aturan-peraturan penyelenggaran
politk di Indonesia. Dimana nanti-
nya dzhampkan peratuxan ini
sebagax pedoman atau standart
minimum untuk ps:aktek penegak
kan HAM dalam kehxdupan ber-
pohtlk di Indonesia.

Sebagai flustrasi kita pethatikan
terdapat petbedaan perlakuan hak-
hak polittk pada masa orde baru
dan sekarang. Kalau pada masa

otba kita. lihat partai polmk hanya |
d1pezbolehkan 3 partai saja.®
Namun pada‘era’ ‘sekarang, setmp'
otang’ diberikan kebebasan untuk -
mendirikan partai sebanyak-banyak-
nya, dengan catatan sesnai dengan’
nafas kemurnian pancasila. Dari
pemantavan terakhir penulis, untuk
pemilu 2004 saja telah 24 partai
politik yang lolos dan berhak untuk
“berjuang” memperebutkan kursi
di pemermtahan ?

Sedxk:t bezbica.;.a teﬁtang parim
po]mk, awaln}ra pattai politik lahis
di negara-negara Eropa Barat_
dengan gagasan bahwa masyarakat_
merupakan faktox yang perin
dlpex:lntungkaﬂ serta difkutsertakan
dalam proses politik. Saat itu partai
politik tumbuh secara spontan dan’
berperan sebagai penghubung
antata rakyat dan pemerintah. Pada
negara-fiegara yang menganut
faham demokrasi, partai politik yang.
merupakan wujud partisipasi rakyat
berangkat dari dasar 1dcologls
babwa rakyat berhak untuk turut
menentukan siapa-siapa yang
akan menjadi pemimpin yang nanti-
nya menentukan: kebijaksanaan
umum.'? .

Di indonesia, partai politik
tumbuh pertama kali pada jaman
kolonial sebagai manifestasi bangkit-

*  Kompas, Jejak Pendapat Kompas-Pesimisme Publik Menghanmi Pernils 2004, 3 Februaru 2003,
?  Kompas, Sebanyak 24 Partai Ditetapkan Serbagai Peserts Pemilu 2004, 7 Desember 2003,
' Miriam Budiafja, Dasar-Iasar Hmu Politik, Partai Politik, Penf:rhzr FT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
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ny2. kesadaran nasmnai 1. Pada

Berangkat dan multl parta.l @aman
perjuangan) sampal pada 3 partai

(eta orba), akhiznya sekarang multi

partai kembah 1ag1 mewamm Wa] ah

B Permas a’iéhéii :

Blla kita bexb1caxa tentang.
partau po}mk maka pandangan kita
akan dlaj:ahkan pada pem].lu Ya :
pemdu selalu 1denuk dengan pam—:
sxp351'partai pohtlk sebagal_ salah:_

meﬂY?I?F}ggaralsan_ :ﬁ;ngsmya agar

dapat mencapai tujusn masing-

moasing p'artai begkut. dibawah 1ni.

empat: fungsi partai politik - pada
negara; demokrasi '
1;.:"?3.1131 Scbagm Sér_aﬁa
Komumka31 Politik.

e .Salah__ satu stugas dari partai
+ politik ‘adalah -menyalurkan
c-aneka. ragam - pendapat dan

aspirast inasyarakat dan me-

.- ngaturnya sedemikian rupa se-
. hingga kesimpangsiuran pen-
: -dépat dalam masyarakat ber-

kurang,

¥ Ihid, hal 171,
12 At Biuliarsis s ot hal 161144

2. Paxtas. Sebagan Satana Sasm-':
. _hsam Pokmk
_Partax polmk ]uga tnain peranau

ek _sebagal sarana sosialisasi pohi]k

.;(zmtrument of political .roaalz-:
e zatzo;z) Dxdaiam ilmin® po]mkf
© sosialisasi po]mk diartikan
i '_Ebagal proses melalul mana

'1_':_orang memperoleh sﬂ{ap d 3

nentaSJ, terhadap phendme a

 politik, yang umumaya berlaku
__."dalam mas jaxakat dlmana da
: ,--berada

5. Partai Politik Sebagai
~ Saraba Recrmtment Politik.
. .'_Pax:tm pohtlk ]u.ga betﬁmg51_

untuk mencarl dan mengajak
-.orang “yang - berbakat - untﬁk
turut aktif. dalam kegiatan
““politik sebagai anggota ‘partai
{political mﬁmm'emj Dengan
' dermkian partai fy turut memper—:
: fuas partis1pas1 polmk Caranya
 jalah melalui kontak pribadi ,
persuasi dan lain-lain. Juga di-
usahakan untuk menarik
golongan muda untuk dididik
menjadi kadex yang dxmasa
mendatang akan menggan!:l
pimpinan . lama (selection of
leadership).



4 Partai Politik.. Sebagaz
_Saxana Pengamx - Konflik
¢ C'o)zﬂzct Management)
Dalam suasana demokx:asx
: Pe;:samgan dan perbedaan pen-
..dapat dalam_ masyarakat me-

"'sami')az terjadi konflik , partai

3':pohuk berusaha untuk me—"’-

- mgatasinya,

:f'-'Paxtm pohuk sebagai wadah
formal ‘penyalur aspirasi trakyat, -
dalam menjalankan tugasnya selalu.

dipayungi oleh peraturan serta
petundangan yang betlaku. Hal ind

dilakukan untuk menjaga agar tidak

terjadl penyunpangan dan tidak

menimbpulkan ko:ban atau 331}33?&_

yang dlxuglkan

‘Namun sekalipun demikian,
dalam ' realitasnya ada juga tegjadi
peayimpangan. Seringkali partai
politik dalam mengejar tujuan
organisasinya mengabaikan raambu-
rambu yang telah ditetapkan. Se-
bagai contoh, kita seringkali men-
dengar bentrok antar partai politik
pada setiap penyelenggaraan
pemilu. Bentrokan ini bukan hanya
sebatas “adu mulut” namun sudah
dalam. taraf yang lebih kritis yaitu
aksi kekerasan, Pada tulisan kali ini
penulis mencoba mengangkat pe-
nyimpangan yang dilakukan oleh

_; ‘rupakan soal yang wajat. Jika

partai - politik - khususnya pelang--
garan HAM pada penyelenggaraan
per_mlu

Bﬂa kita berblcara tentang
penylmpangan sudah barang. hal
tenty .ini menjadi lahan formal
bagi petugas kepohsxan Klta me-
nyadari bahwa pohs1 merupakan
kepa_n;anggn tangan pemerintah
yang -mengemban fungsi penye-
lenggaman keamanan dan ke-
tertiban. Hal ini juga secara 1.mph-
sit tetdapat dalam Pasal 4 UlLJ No
2 tahun 20021 yang menyatakan
tujuan penyelenggaxaan tugas ke-
polisian adalah untuk mewujudkan
keamanan dalam negeri yang me-
liputi terpehhaxanya keamanan dan’
ketertiban masyarakat, tertib dan
tegaknya hukum, terselenggaranya
peilindungan, pengayoman dan
pelayanan masyarakat, serta ter-
binanya ketentraman ‘masyatakat
dengan men]unlung tinggd hak asasi
manusia.

Oleh karena itu, wajib bagi
polisi uatuk dapat menjalankan
tugas dan fungsinya sebaik-baiknya
karena dimensi wilayah tugas polisi
mencakup seluruh hal yang ber-
kepaan dengan masyarakat. Hal ini
ditegaskan juga oleh George . F
Cole karena polisi memiliki 3 (tiga)
kategori tugas utama yaitu: ™

" Repubiik Ind(mesra, Undang Undzmg Nemor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republd\

Indonesia.

Cole Publishing, Co.,1986, page 166-168.

George F Co].e, The American System Of Criminal Justice, Fourth Edition, Monterey Calzfurma. BrooLe/



1 Grd’cr Mazntenance/Ke--z

2 temrban Umum

| _-_.Ro!e qf z‘be palzca fzmctzarz af prea s

- -1wo_or more pérsom' -

(inempertahankan keteraturan »

:ang mengancarn ketentraman
i 'masya:akat atau yang mehbat~ '
{ "'_kan konfhk pnbadl antara dua _

o atau ieblh orang)

2 _I.aw Eﬂforcemenr/}’ene-_

: _gakkaxz Hukum

- The. police  of controling -crime fg}f '

znterymmg 1 Sttnations in which’

3t is clear z‘baz‘ the law bas been
' _'_wolaied and tm_ly the zdem'zy qf

the giilly meeds 1o be determined.

_(penegakkan hukum yaitu

fungsxpohsl untuk mengendali-
..’kan-kejahatan  dengan cara
- turun tangan <dalam berbagai
““keadaan dimana hukum hukum

telah ailaﬁgghf dan hania yang _ |
bersalahlah (1dent1tasnya) yang :

7 dlperlukan)

3. Service/Pelayanan
The police function of providing
assistance to public, usually with

yeaard fo matiery warelaled fo crime.

i --(pél'ajrﬁnaﬂ yaitu :'fungsi: poh31

:untuk memberikan bantuan,

:-yang blasanya tldak ber- _

hubungan dengan ke}ahatan)

" ;'Kaltannya dengan pelanggaxan
HAM , maka Polri dituntut untuk
bers;kap leblh proakttf dalam ‘me-,
- nangani setiap pelanggaran dal__am_.
penyelenggaraan pemﬂu 2004 1m

ini merupakan konsekuensi ny' ta

dan tugas uta.ma pohm diatas' _

- Dad latar belakang masalah d1-
atas, maka pexmasalahan yang d1-"

angkat oleh pcnuhs adalah

Pencapamn Tujuan Partai Poht[k

Cenderung Menghasilkan P_enynn—

pangan Tqrtentﬁ. Dalam Tulisan

in Penyimpangan yang Dimaksud -
Adaiah Pelanggaran Hak Asasl

Manusla

Dari permasalaban i maka’ :

pe:rt'z'inyftaﬁ' yag _&a_jﬁkﬁn penuhs _

antara 1a.1n

1." ‘Apa saja bentuk pelanggaran

HAM _ya_x_a_g umumnya dllaku~

kan _- b_l_e_h _partal politk?

2. Mengapa pelanggaran HAM int -

dapat terjadi ?

3. DBagaimana sikap aparat ke-
polistan menanggapi pelang-
oaran HAM oleh partai Do}iﬂk?



1L KERANGKA PEMIKIRAN

Penyxmpangan.' 5

Banyak beragam pendapat para

ahh tentang batasan perﬂaku me-

nyimpang, Kali ini penuhs me- .
ngambﬂ batasan penlaku menylm— '
pang dard ‘Albert K*Cohen.'Me: -
imrut- -Albert K Cohen 'pcnlaku'

a ::.ngkah laku 'yang i menyim— =

" pang dan aturan- aturan not- .

matif atau dari penghargaan—_

penghargaan masyarakat; :
b. ngkah laku yang secara Sta-

‘Histis abnormal; RFEEN E

c ngkah laku yang patologls,
dan -

d. ngkah ]aku yang secara sosial

dinilai tidak baik dan tingkah
. Iaku yang berhubungan dengan
' peranan menyimpang (deviant
k)

Dari definisi menurut Albert
K Cohen ini, maka penulis lebih
memfokuskan pada definisi perilaku
menyimpang yang pertama yaitu
Tingkah laku yang.menyimpang
dari aturan-aturan normatif atau
dari penghargaan-penghargaan
masyarakat.

Pelanggaran hak asasi manusia
adalah setiap petbuatan seseox:ang:f
atau kelompok otang termasuk
aparat negara baik disengaja n‘iziu»_:__:._
pun tdak sengaja, atau kelalaian
yang secara melawan hukum me-f_
ngurangi, menghalangx, membatasi' -

. dan'atau mencabut hak asasi manu-

sia seseorang atau kelompok orang
yang dijamin oleh Undang-undang

ini, dan tidak menaapatkan atau

dikhawatitkan tidak akan mempe_z:n" ;
oleh penyelesatan hukum yang adil »
dan benar, berdasarkan mekanisme
hukum yang berlaku.'¢

UUD 1945
Pasal dalam undang-undang
dasar ini yang bernuansa hak asasi

manusia dalam lingkup politik ada-
lah pada pasal 28, yang berbunyi: .

Kemerdekaan berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan dan se-
bagainya ditetapkan dengan undang-

undang.!’
UU Nomer 31 Tahun 2002
Tentang Partai Politik

Substansi dalamn pasal ini yang
relevan dengan fenomena yang

** Sapariah Sadli, Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang, Pencrbit Bulan Bintang, jakartz, 1997, hal

16,

" Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3% Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusiz,

17 Republik Indonesia [ladanod dana Dacar 10485



. dikaji adalah pada pasal 5 ayat 1,
pasal 6 ayat 1 huruf (3) dan (b)

pasal 7 huruf (c) dan (e), pasal 9
hurof (a), dan (d), pasal 10 ayat 1

dan2 danpasalll ayat2 Dexmkian.

bunymya

Pa.ral' ayﬂt 1

'fa;m}z 1945,
Pa,ra! 6 ;yzzzr 1 lwmf (Za)

ngz;mz umun pafz‘az polztz,é adalah

mengembangkan kehidupan: demokrasi
berdasarkan pancasila - dengan men-
Junfang tinggi kedawlatan rakyat dalam
negara kesatnan republik indonesia.

Pasal 7. huruf (c) dan (e)

Partai polztz:(a berfzmg:z Jebagaz
Sarang : SR S
(¢} Penyerap, pefngwgbzm dan penyalur
aspirasi politik masyarakat secara
- konstitnsional dalam merumuskan
dan menctapkan kebijakan nigara.
(¢) Rekrutmen politik dalam proses
pengisian jabatan politik melalui
. mekanisme demokrast dengan mem-
perbatikan kesetaraan dan keadilan
gender.

Pafal 9 buraf (a), dan (d)

Partai politik berkewajiban

@) mengamalkan pancasila, melzk-
sanakan undang-undang dasar
negara republik indonesia tabun
1945 dan peraturan pemndang~
zmdzmgafz lainnya.

(@) menjunginng tinggi supremasi bztkz;ﬂ,
derzzwémfz dan bm% asasi mafzmza =

Pa.ra! 10 cyrat 2

Kecmggatamz parz‘az j)a/zz‘zfe bersz at.
sukarela, terbuka- dan ; tidak dz:é o
minatif bagi setiap warga negara indp- .
uesia_yang menyetnjui anggaran dasar
dan anggaran rumal tangga pan‘az iyang :
bermngkz;tan .

Pasal 11 ayat 2

Anggota partai politike mempunyai hak -
datan: menemukan kebijakan, hak wae-
milth dan dipilih.

UU No. 12 Tahun 2003 tentang
Pemilu Tahun 2004

Substansi dalam pasal ini yang
relevan dengan fenomena yang
dikaji adalah pada pasal 7 ayat 1
huruf (b), (), (d) dan ayat 2, pasal
9 ayat 1 huruf (a), (b) dan (c)
demikian buayinya: . :

Pasal 7 ayar 1 bumf ), (z ) (d) drm
ayat 2.: :
1. Partai politik dapat menjadi peserta
pemitln apabila memennhi syarat:
b Memiliki pengurus lengkap
sekurang-kurangnya di 2/ 3
dari seluruh jumiah provinsi

* Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Rahun 2002 Tentang Partai Politk,




A pmzrm.rz :ebagzmafza di-
maksud dafa_m buruf b,

d. - Menmiliki anggota. sekurang-
. !earangr_zya 1000 orang atan

'.rekumﬁ‘g-éz;mﬂggva 1/ 1000

¥ setzap kqpeﬂgﬂm:arz partaz

- dalam /mmfr: yang, dibaksi-
GovRan: dengan. kartu. tanda
L .anggilapartai politik. ..

2 Pan‘az politike yang telak z‘erda_ﬁ‘ar,
tetapi tidak wiemennbi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat
1 ridak dapar menjadi peseria
pewily.

Pusal 9 qyat 7 /szmf (a), (b) datz ( 9.

__1;_ Utzimé dapat merzgz/eﬂtz pemzlz;

' bgmézttfgya, pan‘az poizmé peserta

pemz/u haras :

Ta Mer/gpmleb .re;éaratzg -fenrang-

. wa 3% jumlah kaursi DPR.

b Mempem[eb .reaé:mmg kumng-

| mya 4% jﬂmlab kursi DPR

- pmm  yang Iembar.mémmg-

 kurangnya di Yz jumlab pro-
 sinsi :é!mbfkdééexia.

e Me@emleb .rmézxmng—éwarzg—

 #ya 4% jumlab kurs DPR

' éabﬂpaten/ kotay _yar:g tersehar

' de Vz jxmlab féa&z;patm/ ,éa;a .
: '_ .re[szb Irzdanma

Hak Asas: Manusm ) f '_ )
B Pasai—pasal yang tex:dapat pada

UU Nomor 39 tabun 1999 tenl:ang' _

Hak Asasz Manusxa yang betkaitan

_dengan toplk tuhsan ini adaiah pasal
:23 dennklau bunymya N

Pasal 23

feS m@ omr:g bebas untuk memilih

" dan mempiunyai keyakindn politik-
2. Setigp orang bebas untuk ﬁée}}z-_
Dpunyai, mengeluarkan dan. mer_zye~._
barluaskan pendapar: sespai. balz
nuraninya, secara lisan dan atan
Lulisan melalui media cetak man-
pun elektronik deﬂgaﬂ mmperbazz-

- kan nilai-nilai agama, kmmlaan, :

* ketertiban, ka;bem’mgax iz défz '
: "',éem'szan barzgm. v od

Kekuasaan Polmk

- Kekuasaan polmk adalah ke—
mampuan untuk mempengaruh
kebijaksanaan wnum (pemenntah) :
baik terbentuknya maupun akibat-
akibatnya ‘sesuai dcugan tu;uan-
m)uan pcmegang kekuasaan send:n

@asnp K. Flcchtheam membeda-
kan dua macam kekuasaan politik,
yakni :

17 DomitlEl Feardrmemocn FToctacem Flo d o Rl o = #v1 armm Pt . vx 4 a e oam



a2 Bagian dan kekuasaan sosial
" yang (khususnya) terwujud
dalam 1 negara (ke}masaan negara
__.atau_sate pozzfer) -seperti Jem-
baga—lembaga pemetintahan
DPR, Prcs;den dan sebagmnya

b "'5"Bagmn dari kekuasaan 'soslal
" yang dirujukan kapada negara.
o Yang ds.maksud ialah " aliran-
e ""1ahran dan asosiasi- -asosiasi baik
"yang ‘terang bersifat pohuk
(seperti misalnya partai politik),
. Maupun yang pada dasarnya
- tidak terutama meayelengata-
“kan kegiatan politik , tetapi
pada saat-saat tertentu mempe-

'III. PEMBAHASAN

o Paxtm pohtlk mexmlﬂu tu]uan
_téftentu yaitu untuk dapat mem-
_peroleh kekuasaan politik dan
sekaligus menerapkan kebijakan
politiknya. Dalam mewu]udkan
tujuan partainya 1m tentu saja
setiap  partai.akan menggunakan
segala.cara. Sekalipun seyogyanya
-‘-:_‘?.__I?if;:?‘??._:. tersebut harus sesuai
&engan ketentuan yang betlaku/
konsmtusmnai Namun realitas
yang : ada, ada atau bahkan sering-
kali partai pohta.k melakuk_an cara-
cara yang inkonstitusional. Biasa-
nya penyimpangan yang partai

® Miram Budiara, op. i, hal. 34,

figarubi jalanaya pemerintahan,
' yaitu organisasi ekonomi, orga-
. misasi mahasiswa organisasi
' agama orgamsa& mmontas
dan sebagainya.

Partai Politik
~ Menurut Roger H. Soltau,

Pm:tm polmk adahh .re;éelmybak warga
m;gam  yang sedikit banyak terorganisir,
_yang bertindak sebagai suatu kesatuan
politik dan yang—dengan memanfaatkan
kekuasaannya unink memilih-
bertyjuan mienguasai pemerintaban dan
melaksanakan kebi _;ak.ranaan polztz,%
mereka €0

politk ini Jakukan terkesan eks-
khusive. Dikatakan demikian karena
utpmnya penymlpangan ini tex) jadi
didalam partai polidk.

Erat kaitannya dengan pemilu,
maka partai politik berusaha untuk
dapat ikut serta menjadi peserta
pemilu yang legal sesual dengan
ketentuan yang ada. Biasanya be-
tagam cara mereka Iakukan untuk
mereknntmen anggota partai.

Setiap partai politik tentu tidak
akan mau mengambil resiko untuk
tidak terpilih. Tidak terpilihnya



'mereka. sebagm peserta permlu
beram “kiamat” dalam arti sia-sia’
) cka mendmkan ‘partai’
_ ';lk:i:; u;uan' parctai tidak’ dapat’
tercapai. Untuk dapat ‘mencapai-

-tu}uan maka mereka haxus men] jadi
pese t
“sumber permasalahan' yang seka-

hgus menjadi “_dapur pe!anggaran '

f.annsm o_leh Par_t.a.i

Ker]a keras! Hanya 1tulah yang
ada di benak setiap partai politik.
Narnun ketja keras saja udak cukup.
Lalu apa cara lain agar mereka
dapat ‘meraih - harapan-harapan
mereka ini? tekayasa! Ya, inilah
yang akhirnya mereka coba laku-
kan untuk dapat menjadi peserta
pemﬂu a8

Rekayasa ini artinya mereka
memampulasx kcmutman demo-
keast dap hak asasi manusm yang
sebenmya men}adl asas kepartaian
mereka. mereka secara sadar telah
melanggar kemurnian Pasal 5 ayat
1 UU Nomor 31 Tahun 2002
Tentang Partai’ Pohuk, demikian
bunyinya: = i

Asas partai politik tidak boleh
bertentangan dengan pancasila dan

undang-undang dasar negara republik
indonesia labun 1945,

Selain itu proses rekayasa ini

juga telah menyimpang dari tujuan’

nartai nolittk vano ferdapar nada

_ pemxlu Im]ah ietak permma

Pasal 6 ayat 1 hutuf (b) UU Nomor
31 Tahun 2002 Tentang Partai
I’ohnk dennk.iaa bunymya

T:gzzan ymum pan*az palztz,é adalab
meﬁgembangkan kehidupan demolkerasi
berdasarkan. pancasila dengan men-
Junjung tinggi kedaulatan rakyat dalam:
negars kesatuan republik indonesia. -

Menurut penuhs, ptoses reka-"
yasa se;ak tahap awal inilah yang
bemsx muatan muatan pelanggaxan
hak - asas1 manusia. ‘Tahap awal
ini, oleh penuhs dls_ebut sebagal
proses untuk menjadi pesesta
pemilu. Sesuai dengan ketentuan
yang betlaku, ada beberapa syarat
yang harus duniiki oleh sebuah
partai'politik untuk dapat menjadi
peserta pemilu. Adapun syarata-
syarat tersebut terdapat dalam Pasal
7 ayat 1 huruf (b), (¢), (d) dan ayat
2, demikian bunyinya :

7. Partai pa]z'tik dapat menfads peseria
pemsilu apabila memenuhi syarat:

b Memiliki pengurus lengkap
mkztmrz(g—,éz}mngtgya di 2/ 3
dari_seluruh jumiah provinsi.

¢ Memiliki pengurns lengkap
sekurang-karangnya di 2/ 3

dari jumilab kabupaten] kota

di provinsi sebagaimana

dimaksud dalam huraf b.

d  Memiliki anggota sekurang-
kurangnya 1000 orang atan
sekurang-kurangnya 1/ 1000

B S-S SO AR SAPR S Y A S



< detiap Repengurisan. pariai:
el pa!ztz,é sebagimana, dimaksnd

” _ da/am uraf ¢ yang. dzbz;kt?-

';"ea?f dmgafz kartu tarmf_a_

L .angg“‘m partaz palzz‘zé

Menm:ut penuhs mamfestasl.
P..el_a_ng_ga_:an -asas ‘ini dapat.di-

gambatkﬁn”sebagai berikut :

- .. Ingmidasi terhadap masyara}mt
/ :;__agar masuk men;ach anggota
aﬁm'pohuk tertentu (ancam-_

__an, penghambaran karir, peng-
':_eksposan “borok” atau dosa _
©dan laindain).

- Pengekangan hak pzhh masya-

._rakat AV .

- -.Pemberian iming-iming agat

' ‘masuk partal politk tertentu
(money polities).

- Pemaksaan terhadap masya-
rakat agar masuk partai politk
tertentu. '

- . Penipuan kepada anggota
ma_syarékat agar masuk partai
politik tertentu (biasanya terjadi
di daerah-daerah terpencil yang
_tn_asya.rakatnya kurang pen-

~ didikan).

- Diskr'iminasi' penempatan

. anggota partal pohuk (umum-
nyac dlalarm oleh kaum wanita).

Setelah rekayasa pada proses
pertama berhasil, mereka melanjut-
kan lagi pada tahap selanjutnya.
Tahap kedua ini disebut penulis
sebéga_i p;foses untnk mengiimil

pemilu. Pada proses ini, masing. .
masing partai. akan. berusaha.:_g;
maksimal untuk dapat memenuhi
syarat—syarat mengikuti pemﬂu
seperti yang tertulis dalam. uu
Nomozr 12 tahun 2003 te:n*i:mag.E
pemilu tahun 2004 pada Pasal 9
ayat 1. huruf (a) (®) . dan (c)
demilian bunyinya ;.
Uﬂtﬂk dapar. merzgzkutz pemz!:f:_
bmkwqya, partai politik peserta
pemzlzt barus : |

4 Mmyhmleb .reaéz;raﬂg ;ezmmg-
. mya3% jumlab kursi DPR.
b Memperoleh sekanrang-kurang-
nya 4% jumlah kursi DPR
provinsi_yang tersebar se-
kurang-kurangnya. di. Vs
_jumlah provinsi selurah Indo-

nesia.

& Memperoleh sekurang- /eurafzg—
aya 4% jumiab kursi DPR
keabu- paten] kota yang tersebar
i Vs jumilah kabupaten] kota
selurub Indonesta.

Menurut penulis, manifestasi

pelanggaran asas ini (kurang

lebihnya masih memiliki corak yang
hampir sama dengan pelanggaran

HAM pada tahap awal) dapat di-
gambarkan sebagai berkut : -

- Intmidasi terhadap panitia
pemilu (serupa jenisnya dengan
pelanggaran pada tahap awal)

- Pemaksaan kehendak  sesunai
denean keinginan partai polink




tertentu agar memperoleh kugsi

(sesuai syarat yang berlaku)

- _f_:Pernbenan xmbaian kepada'

5;'-pamna pexmlu (mong}l po&tch)

inila “yang :disebut oleh’

Alberi‘ K Cohen sebagai perilaku

menylmpang Menurut Cohen -
pangan adalah Tz;z_g,éab lakit.

penyi

yang: }}ze.ﬁzj}mpaﬂg dari " aturan-aturan

normatif atax dari penghargaan-peng- -

haigaan . masyarakat. Darxi penyim-
pangan yang dilakukan oleh partai
politik secara nyata telah membatasi
hak-hak anggota partai dalam meng-
apresiasikan dirinya secara bebas.
Yang sebenarnya nyata-nyata tet-
tuang dengan tegas dalam UU
Nomor 31 Tahun 2002 Tentang
Partai Politik Pasal 10 ayat 2 dan
Pasal 11 ayat 2 (ini yang dimaksud
Cohen sebagai aturan-aturan
normatif). Demikian bunyinya:

Pasal 10 ayat 2

Keanggotaan pariai polifik bersifar
sukarela, terbuka dan tidak diskni-
minatif bagi setiap warga negara indp-
nesia _yang renyotujui anggaran dasar
dan anggaran rumab tangga partat yang
bersangktian.

Pasal 11 ayar 2

Anggota partai politik mempunyai hak
dalam menemukan kebijakan, hak
mremihih das dinilih

Qbentuk pelanggaran i

- Seyogyanya, setiap partai politik

dalam menyelenggarakan fungsmya
- berpedoman- pada asas dan tu;uan

diatas. Ini dengan tegas telah me-

_nunjukkan juga deviasi penye-
;_lenggaman fung31 dan kewa}lban

partai politik yang diatur dalam
Pasal 7 huruf (c) dan () UU Nomor

31 Tabun 2002 Tentang Parta1
.Pohuk denuk1an bunymya :

Parmz polztz/% begﬁmgsz .rebagaz

sarana '

(i) Penyerap, penghinpun dan penyalur -
aspirasi politie nasyarakal secara
koustitusional dalam merunuskan
dan menetaphkan kebjjakan negara,

(@ R@émtmm_ politik dalam prosss
pengisian jabatan poliiik melalii
ma;éa}fz}me demokrast dengan wers-
perhatikan kesetaraan dan /éeadzlan
gender. .'

Pasal 9 buruf (a), dan (d)
Partai politik berkewajiban :

{a) mengamalkan pancasila, melak-
sanakan andang-undang dasar
negara republike indonesia tabun
1945 dan peraturan perundang-
#ndangan lainnya. '

(d) menjungjung tingsi supremasi
hukan, demokrasi dan bhak asasi
manusia.

Berikut visualisasi proses
pelanggaran hak asasi manusia yang
cenderung dilakukan oleh partai

P i T




B “'TABEL 1 { -
PROSES PELANGGARAN HAM

R opARTAY ]
| porrmk |

.Penye:bab munculnya pelang-

garan ini karena masing-masing
Pa_rtéi pohtlk berusaha memper-
oleh__:___};ckﬁésaaﬁ dan kedudukan
politik yang akan mendatangkan
kcugﬁn}gan bagi mereka. Dengan
ke.klizasagzjij poht:lk, suatu partai poli-
tik da}iat dengéﬁ mudah méiempax
dan menggolkan ide atau konsep-
nya. Dan sudah barang tentu, ide
atau konsep ini digulirkan untuk

suatu tujuan-tujuan tertentu yang

bermuata pada kepentingan partai.
Kekuasaan -polittk merupakan
sebagian saja dati kekuasaan sosial,
yakni kekuasaan sosial yang fokus-
nya ditujukan kepada negara sebagai
satu-satunya fihak berwenang yang
mempunyai hak untuk mengendali-
kan tingkah laku sosial dengan
paksaan.’

Dengan memiltki kekuasaan
dan kedudukan politik, sudah

barang tentu. suatn partai politik".
akan ‘mampu melakukan pengen-
dalian terhadap orang lain dengan"
tujuan untuk mempengaruhi tinda-.
kan dan aktifitas negara dibidang
administratif, legislaaf, dan yudi--
katf. Dengan demikian secara tidak-
langsung partai politik akan mem-.
peroleh ketaatan dari masyarakat.

{kadang bisa bersifat paksaan.
ataupun kesadaran)

Dengan munculnya pelang-
garan HAM ini, sebenarnya im
menjadi tanggung jawab kita ber-
sama. Namun pihak pertama yang
bertanggung jawab adalah peme-
rintah. Pemerintah harus dengan
bijak mencermau gejala pelanggaran
HAM ini. Jika gejala ini begﬁu
kuat dan telah menjadi “konsumsi”
partai-partai politk, seyogyanya
pemerintah menindak dengan tegas.
Polri sebagai kepanjangan tangan



dari pemerintah harus. cepat me-.
respon” pelanggran 1ni.. namun.

sebenamya kapasitas pohsx sendm.

tetbentur oleh ekslusivisme partai
po]mk. Seperti. dijelaskan diatas,

umumaya. pelanggaran HAM ini
terjadi dalam kngkup intern dan
berslfat mw.rzb/e .

Keckskluswan partai pohtlk

dan_ sifat- nd_ak kelihatanya pelang-:

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Bentuk pelanggaran HAM
yang cenderung dilakukan oleh
partai pemilu terbagi dalam 2 (dua)
proses yaitu tahap awal terdin dari
Intimidasi terhadap masyarakat agar
masuk menjadi anggota partai
polittk tertentu (ancaman, peng-
hambatan karir, pengeksposan
“borok” atau dosa, dan lain-lain),
Pengekangan hak pﬂlh masyarakat,
Pemberian iming-iming agar masuk
partai politk tertentu (money poli-
tics), Pemaksaan tethadap masya-
rakat agar masuk partai politik
tertentu, Penipuan kepada anggota
masyatakat agar masuk partai politik
tertentu (biasanya terjadi di daerah-
daerah terpencil yang masyarakatnya
kurang pendidikan), Diskriminasi
penempatan anggota pattai politik
(umumnya dialami oleh kaum
wanita). Dan pada tahap kedua
terdiri dari Intimidasi Leihﬁddp
pamna pemﬂu (serupa jenisnya

garan HAM ini sebenarnya dapat.
diatasi. Bagaimana? Dengan ke- -
sadaran dari setiap anggota partai
politik untuk melapotkan adanya
bentuk-bentuk pelanggaran HAM
tersebut. Jika ternyata dalam:
iapozan dlpemieh temuan ada __
unsur. pldananya makahalnudapat;
segera ditindaklanjuti oleh polsi. .

awal), Petnaksaan kehendak sesuai
dengan keinginan partai politik
tettentu agar memperoleh kursi
(sesual syarat yang berlaku), Pem-
berian imbalan kepada panitia
pemﬂu (rmoney politics).

Faktor penyebab pdanggatan
HAM ini karena setiap partai pohitik
berusaba untuk memperoleh ke-
kuasan dan kedudukan politik.
Dengan memiliki kedua hal tersebut
(merupakan tujuan partai politik),
maka mereka akan memiliki ke-
kuasaan untuk mengendalikan
kebijakan pemenntah dan menggol-
kan konsep atas ide yang sesuai
dengan keinginan partai pohtk
sendiri.

Polisi sebagai kepanjangan
tangan pemerintah wajib menyikapi
hal ini dengan baik. Namun peran
serta polisi akan sia-sia tanpa ada
dukungan dar masyarakat. Dengan
melakukan pelaporan pada. polsi
maka setiap pelanggaran HAM im

I I T T T
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lanjuti’ (apablla ada unsur’ p1dana~'
nya sepcm ancaman dan 1a1n~lam) e

dan invisible. Oleh karena itu tidak
ada upaya ]aln selain menumbuhkan
kesadaran berdemokrasi pada tap
‘partai’ politik. Dan " menekankan
" babhwa tujuan partai politik bukan-
lah merupakan satu-satunya hal yang
harus dicapai. Namun lebih dari

_-:Pelanggaran HAM sebagm
pelanggaran yangsifatnya eksklusive |

itu semua proses pencapamn tu}uan
inilah yang lebih penting. Dengan-
melaksanakan ‘proses partisipasi®
pohtlk dengan nafas demokrasidan
hak' asasi ‘manusia maka akan’
menumbuhkan kepexcayaan dan’
ketaatan dari masyarakat t_erhadap_

setiap partai politik. Dengan demi-
kian partai politik akan dipandang
masyarakat murni sebagal wadah
aspirasi masyarakat bukan sebégai
alat untuk pencapaian tu]uan ter-
tentu. o
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